
 

SALINAN 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 33 TAHUN  2018 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 31  
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI 

PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesinambungan usaha 
para pedagang sebagai korban bencana alam atau karena 
terjadinya kebakaran Pasar Daerah, dan untuk 

mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan Retribusi 
Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas 

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal tanggal 7 
Juni 2018 Perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di 

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan 
Pasar di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai 

dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan 

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ) ; 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan  Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 

tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No. 7) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 

tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri B No. 4); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8  Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 

Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 

13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 138); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

157); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan 
Pasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2017 Nomor 9); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 31 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI 

PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 
31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi 
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Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 9) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 17 
 

(1) Bupati  dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan  

dan pembebasan retribusi pelayanan pasar. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 

(3) Selain berdasarkan pertimbangan kemampuan wajib 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati  
dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan,  dan 
pembebasan retribusi pelayanan pasar kepada wajib 

retribusi yang merupakan korban bencana alam, atau 
merupakan korban kebakaran atau terdampak 

kebakaran dalam hal pasar daerah terbakar. 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 18 
 

(1)  Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan 

pasar diatur sebagai berikut : 

a. pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas dengan disertai alasan dan dokumen 

pendukung. 

b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada 
huruf a meliputi : 

1) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala 
Desa/Lurah setempat diketahui camat; 

2) Fotokopi KTP yang masih berlaku; dan 

3) Fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku. 

c. khusus untuk permohonan yang diajukan karena 

bencana alam atau adanya kebakaran pasar 
daerah, maka dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud pada huruf a meliputi : 

1) Surat/Dokumen yang menunjukkan terjadinya 
bencana alam/kebakaran Pasar Daerah; dan 

2) Surat Ijin menempati kios/los lesehan yang 
masih berlaku yang sesuai dengan KTP 
pemegang kios/los lesehan tersebut. 
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d. berdasarkan permohonan dan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 

atau huruf a dan huruf c, Kepala Dinas melakukan 
penelitian dokumen dan penelitian lapangan. 

e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a layak untuk diterima, Kepala Dinas 
mengusulkan pemberian pengurangan, keringanan 

dan pembebasan retribusi kepada Bupati. 

f. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tidak dapat diterima, Kepala Dinas 

mengusulkan penolakan pemberian pengurangan, 
keringanan dan pembebasan retribusi kepada 
Bupati. 

(2)  Pemberian atau penolakan pengurangan, keringanan, 
dan pembebasan retribusi pelayanan pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal 8 Juni 2018 
 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 8 Juni 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 33 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KENDAL, 
 
 
 
 
 
 

NUR FUAD, S.H. M.H. 

Pembina 
NIP. 19700215 199003 1 006 
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